
I SALINAN I 

WALIKOTA SIBOLGA 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR 2 1  TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KOTA SIBOLGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SIBOLGA, 

Menimbang 

I ' 

Mengingat 

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung pada tanggal 22 

April 2015 dan telah diundangkan dengan Lembaran 
Daerah Kota Sibolga Nomor 7 pada tanggal 29 April 2015 ,  

dan untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota 

Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 
tentang Bangunan Gedung; 

1 .  Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara. Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1092); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratuan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2013) ;  

3. Undang-Undang... 



I • 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4247); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140 , Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 

Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 130 ,  Tambahan · Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5168 ) ;  

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang Perumahan 

dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5188 ) ;  

10 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara_ Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, 
i.. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Nomor 5234); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20 1 1  tentang Rumah 
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 108 , Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5252); 

12. Undang-Undang . . .  



I ' 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin 
Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3596); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3955); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran 'Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146 ) ;  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3957); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Penerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 737); 

MEMUTUSKAN . . .  



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 7 TAHUN 2015 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
SIBOLGA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN 
GEDUNG. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sibolga. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga. 

3. Walikota adalah Walikota Sibolga. 

4. Dinas Pekerjaan Umum adalah yang selanjutnya disebut dengan Dinas PU 
adalah Dinas yang menangani bidang pembangunan perumahan dan 
permukiman Daerah Kota Sibolga. 

5. Badan Penasehat Teknis Bangunan adalah lembaga independent yang 
anggotanya terdiri dari ahli yang bertugas memberikan nasehat, pendapat 
dan masukan dalam menilai rancangan, pelaksanaan dan pemanfaatan 
bangunan gedung . 

.6. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 
hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 
sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 

7. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan gedung 
seluruhnya atau sebagian. 

8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan IMB adalah izin 
yang diberikan dalam mendirikan/ mengubah bangunan. 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 16 Tahun 2012 ten tang 
Bangunan Gedung. 

BAB II 
PELAKSANAAN 

Pasal 3 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota 
Sibolga, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota 
melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III. . .  



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 30 Juli 2015 

WALIKOTA SIBOLGA, 

dto 

M.SYARFIHUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga 

pada tanggal 3 1  Juli 2015  

SEKRETARIS DAERAH, 

dto 

MOCHAMAD SUGENG 

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 2 1  

Pembina Tk. IV /b) 
NIP. 1961 1 109  19 203 1 005 


